
BUPATI DEMAK 

PERATURAN BUPATT DEMAK 
NOMOR 22 TAHUN 2008 

TENTANG 

GURU YANG DTBERI TUGAS Tl,MBAHAN 
SEBAGAl KEP ALA SEK OLAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman 
terhadap mekanisme penugasan guru yang 
diberi tugas tambahan sebagai Kepala 
Sekolah, telah ditetapkan Peraturan Bupati 
Demak Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil 
sebagai Kepala Sekolah; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal I 
ayat (I) Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang 



Mengingat 

Standar Kepala Sekolah / Madrasah 
diamanalkan bahwa untuk dapat diangkat 
sebagai Kepala Sekolah wajib memenuhi 
standa~ kualifikasi dan standar kompetensi 
dalam upaya meoiogkatkan kualitas dan 
kapasi:as Kepala Sekolah demi peningkatan 
mutu pendidikan; 

c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas 
dan kapasitas Kcpala Sckolah scrta dalam 
upaya melaksanakan amanat Peraturan 
Pcrundang-undangan, maka Peraturan 
Bupati Demak Nomor 17 TahLITT 2006 perlu 
digant dengan peraturan baru yang 
mengatur tentang guru PNS yang diberi 
tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah; 

d. bahwa berdasarkan pcrtimbangan 
sebag2imaoa dimaksud pada huruf a, huruf 
b dan huruf c, perlu menctapkan Peraniran 
Bupati tentang Guru Yang Diberi Tugas 
Tambahan Sebagai Kepala Sekolah. 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Tengah; 

2. Undar:g-Undang Nomor 8 Tahw1 1974 
tentang Pokok- pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahw, 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 
sebagaimana diubah dengan Undang -
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Undang Nomor 43 Tahun 1999 1entang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tenta.ng Sisrem Pendidikan Nasional 
(Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4301); 

4. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia rahun ?.004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4389) 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran 
Negara Repub \ik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 443 7); 
sebagaimana telah diubab terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
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6. Undang-Unda.ng Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Kcuangan Aotara 
Pemerintah Pusat da.n Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara R epu blik Indonesia 
taf;u.n 2004 Nomor 126, Tambahai1 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 
1976 tentang Perluasai1 Kotamadya Dati II 
Semarang (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, 
Tambahan lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 3089); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Penilaian Pekerjaan Pegawai 
Negeri Sipil (Lembarai1 Negara Republik 
Indonesia T~lmn 1979 Nomor 17, 
Tambzhan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3 I 34) 

9. Peratu:-an Pemcrintah Nomor 27 Tahun 
1990 tentang Pendidikan Prasekolah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3411 ); · 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
1990 tentang Pendidikan Dasar (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3412); 
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11. Peraturan pemcrintah Nomor 29 Tahun 
1990 tentang Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik 
Tahun 1990 Nomor 37, 
Lembaran Negara Republik 
Nomor 3413); 

Menengah 
Indonesia 

Tambahan 
Indonesia 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
I 991 ten tang Pendidikan Luar Biasa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 3484 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
1992 tentang Tenaga Kependidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor3484); 

14. Peratu:an Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraruran Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemer.ntahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan 
Lernbanm Negara Republik Indonesia 
Nomor £737); 

17. Peratura'.l Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Dekonsentrasi dan 1\1gas 
Pembantuan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor ; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Deo1ak 
Nomor 6 Talmo 2008 tentang Pembentukan 
Susunan Organisasi dao Tata Kerja Dinas­
Dinas Daerah di I .inglmng~n Peme.rintah 
Kabupaten Demak (Lembaran Daerah 
Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6); 

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 
centang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah; 

20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 
Republik Indonesia Nomor I 62/U/2003 
tentang ?edoman Peougasan Guru sebagai 
Kepala Sekolah. 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG GURU 
YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN 
SEBAGAJ K.EPALA SEKOLAH 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

l. Daerah adalah Kabupaten Demak; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupoti dan Pcrangkat daerah ~c:bagai 

unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
3. Bupati adalah Bupati Demak; 
4. Kepala Sekolah adalab Guru yang diberi tugas tambahan 

sebagai Kepa!a Sekolah di sekolah yang diselenggarakan oleh 
pemerintah dan atau/ masyarakat; 

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 
Kabupaten Demak; 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah 
Raga Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan di Lingkungan 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak; 

7. Guru adalah guru yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri 
Sipil; 
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8. Sekolah adalah Taman Kanak- kanak (TK \. Sekolah Dasar 
(SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah 
Pertama (SMP), Sekolah Mcnengah Penama Luar Biasa 
(SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK); 

9. Tim selcksi Penganglcatan Calon Kepala Sekolah adalah Tim 
Seleksi Pengangkatau Calon Kcpala Sekolah yang bcrada di 
Dinas Pendidikan, Pcmuda dan Olah Raga Kabupaten Demak; 

I 0. Badan Pcrtimbangan Jabalan dan Kepangkatan adalah Sadan 
Penimbangan Jabatan dm Kcpangkatan yang berada di 
Pemerintah Kabupatcn Demak 

BAB II 
DASAR 

Pasal 2 

Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat dibeti tugas 
tambahan sebagai Kepala Sekolalt 

Pasal 3 

(1) Guru dapat diberi tugas :ambahan sebagai Kepala Sekolah 
dalarn hal : 
a. adanya kekosongan fom,asi Kepala Sekolah; 
b. adanya penambahan sekolah baru yang memerlukan jabatan 

Kcpala Sekolah; 
(2) Kekosongan formasi Kepala Sckolah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) huruf a disebabkan : 
a. Berhenti atas pennohonan senditi; 
b. Telah mencapai botas usia pensiun; 
c. Masa pcnugasan bcrakhir; 
d. Diangkat pada jabatan lab; 
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e. Oiberhentikan sebelurn masa penugasan berakhir dengan 
sebab-sebab terteoru; 

r. Mcninggal dunia 

BABTII 
PERSYARATAN 

Pasal 4 

(I) Guru dapal diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolab 
apabila memenuhi standar kualifikasi umum dan khusus, 

. standar kompetcnsi, dan lulus seleksi cal on Kepala Sekolab. 
(2) Standar kualifikasi umilm sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

adalah sebagai berikut : 
a. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya Sarjana 

Strata I a11111 Diplomt Empat kcpcndidikau a1au non 
kependidikan pada Pergi.ruan Tinggi yang terakreditasi; 

b. Pada waktu diangkal sebagai kepala sekolab bernsia 
setinggj- tingginya 56 tahun; 

c. Memiliki pengalaman mengajnr sekurai,g- kurangnya 5 tahun 
menurut jenjang sckolah masing-masing, kecuali di Taman 
Kanak-kanak (TK) 1nemiliki pengalan,an mengajar 
sekurang-kurangnya 3 tahun di TK; 

d. Memiliki pangkat serendah-rcudahnya lll/c bagi PNS dan 
bagi non PNS disetarakan dengan kepangkatan yang 
dikeluarka11 oleh pengelola/penyclenggara sekolah yang 
bcrsangkutan. 
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(3) Standar kualifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
adalah sebagai berikut : 
a. Kepala Taman Kanak-kanak (TK.) adalah sebagai berikut : 

I. Berstatus sebagai guru Taman Kanak-kanak (TK); 
2. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru Taman Kanak­

kanak (TK); dan 
3. Memiliki sertifikat Kepala Taman Kanak-kanak (TK) 

yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan 
Pemerintah. 

b. Kepala Sekolah Dasar (SD) adalah sebagai berikut : 
I. Berstatus sebagai guru Sekolah Dasar (SD); 

·2. Memiliki sertifikat pendidik sebagai gnru Sekolah Dasar 
(SD); dan 

3. Memiliki se1tifikal Kepala Sekolah Dasar (SD) yang 
diterbitkan oleh Jembaga yang ditetapkan Pemerintah 

c. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah sebagai 
berikut: 
I. Berstatus sebagai guru Sekolah Menengah Pertama 

(SMP); 
2. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru Sekolah 

Menengah Penaina (SMP); dan 
3. Memiliki sertifikat Kepala Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan 
Pemerintah. 

d. Kepala Sekolah Menengah Alas (SMA) adalah sebagai 
berikut: 
l. Bers tat us sebagai gu:-u Sekolah Menengah Atas (SM A); 
2. Memiliki sertifikat pcndidik sebagai guru Sckolah 

Menengah Atas (SMA); dan 



(4) 

3. Memiliki sertifikat Kepala Sekolah Menengah Atas 
(SMA) yang diterbitkan oleh Iembaga yang ditetapkan 
Pemerintah. 

e. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sebagai 
berikut: 
I. Berstatus sebagai guru Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK.); 
2. Memiliki sertifikat peodidik scbagai guru Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK.);dan 
3. Memiliki sertilikat Kepala Sekolah Menengab Kejuruan 

(SMK.) yang diterbitkan oleh Iembaga yang ditetapkan 
Pemerintah. 

Standar Kompetensi sebagaimaoa dimaksud pada ayat I adalah 
sebagai berikut : 
a. Mempunyai kompetens1 kepribadian yaitu : 

I. Berahlak mulia, mengembangkan budaya akhlak mulia 
dan tradisi akhlak mulia, scrta menj adj tcladao ahlak 
mulia bagi komunitas di sekolah; 

2. Mcmiliki integritas sebagai pemimpin; 
3 Merniliki keinginan yang kuat dalam pcngembangan diri 

sebagai kepala sekolah; 
4. Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dao 

fungsi; 
5. Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam 

pekerjaao sebagai kepala sekolah; 
6. Memiliki bakat dan mioat jabatao sebagai pcmimpin 

pendidikao. 
b. Mempunyai kompctenst manajerial yaitu : 

I. Menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan 
perencanaan; 

1 I 



.. 

2. Mengembangkan orga111sas1 sekolah sesuai deogao 
keburuhan; 

3. Memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaao 
sumber daya sekolah secara optimal; 

4. Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah 
menuju organ.isasi ~embelajaran yang efektif; 

5. Menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif 
dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik; 

6. Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan 
sumber daya manusia secara optimal; 

7. Meogelola sarana dan prasarana sekolah dalan1 raogka 
pendayagunaan secara optimal; 

8. Mengelo la hubungan sckolah dan masyarakat dalam 
rangka pencarian dukungan ide, sumbcr belajar dan 
pembiayaan sekolah; 

9. Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan 
pcsena didik baru, dan pem:mpalan ~crla pcui:;e111l,angan 
kapasitas peserta didik; 

10. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan 
pembelajaran sesuai dcngan arah dan tujuan pendidikan. 
nasional; 

11. Mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip 
pengelolaan yang akw1tabel, transparan, efektif dan 
efisien; 

12. Mcngelola ketatausahaan sekolah dalam rangka 
mendukung pencapaian tujuan sekolah; 

13. Mengelola unit layanan khusus sekolah dalarn 
mendukm1g kcgiatan pembelajaran dan kegiatan peserta 
didik di sekolah; 

14. Mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung 
penyusunan program dan pengambilan keputusan; 
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15. Memanfaatkan teknologi infonnasi bagi peningkatan 
pembelajaran dan manajemen sekolah; 

16. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan program kegiatan sckolnh dengan prosedur 
yang tepat, scrta merencanakan tindak lanjulnya. 

c. Mempunyai kompctensi kcwirausahaan, yairu : 
I . Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan 

sekolah; 
2. Bckerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah 

sebagai organisasi pembelajar yang efekti f; 
3. MemiLiki motivasi yang kuat untuk sukses dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai 
pemimpin sekolah; 

4. Pantang menycrah dan -selalu mencari solusi terbaik 
dalam meogbadapi ken:lala yang dihadapi sek.olah; 

5. Memiliki naluri kewirm,saha~n dalrun meu~elola 
kegiatan produksi/jasa sekolah sebagai sumbcr belajar 
peserta didik; 

d. Mempunyai kompetensi supervisi, yaitu : 
I. Mercncanakan progra,i supervisi akadcmik dalam 

rangka peningkatan pro:esionalisme guru; 
2. Melaksanakan supervisi akademik terlladap guru dengan 

meoggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang 
tepat; 

3. Menindaklanjuti supervisi akademik terhadap guru 
dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. 

e. Mempunyai kompetensi sos'al, yairu : 
I. Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan 

sekolah; 
2. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; 
3. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok 

Jain. 
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BABIV 
SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH 

Pasal 5 

(I) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 
harus mcngikuti dan lulus seleksi calon kepala sekolah 

(2) Selcksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi : 
a. Tahap I : seleksi administrasi 
b. Tahap 11 : tes tertulis, penilaian portopolio dan paparan 

makalah yang berisi tentang visi, Dusi, dan 
program j ika diangkat sebagai kepala 
sekolah. 

(3) Seleksi calon kcpala Sekolab dilakukan oleh Tim Scleksi Calon 
Kepala Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 
Kabupaten Demak sesuai kewenangannya 

(4) Tim Selek.si Calun Kepala Sekolah scbagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ditetapkan dengan Kepulusan Kepala Dinas 

(5) Bagi Guru yang tidak lulus seleksi tahap I tidak dapat mengikuti 
seleksi tahap II 

( 6) Penetapan kelulusan seleksi cal on kepala sekolah didasarkan 
pada basil akhir penilaian seleksi tahap II. 

BABY 
MASATUGAS 

Pasal 6 

(I) Tugas tambahan sebagai kepala sekolah diberikan w1tuk satu 
masa tugas selama 4 (empat) tahun; 
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(2) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat 
diperpanjang dan diangkat kembali untuk I (satu) kali masa 
tugas dengan syarat yang bersangkutan menunjukkan prestasi 
kinerja yang baik melalui penilaian k:inerja secara periodik; 

(3) Penilaian kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan olch Tim Penilai yang dibcntuk dan 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas; 

(4) Dalam melaksanak:an tugasnya Tim Penilai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Petunjuk Teknis 
operasional ten tang kriteria dan mekanisme pcni laion kincrja 
Kepala Sekolah yang ditelllpkan dcngan Kepumsan Kepala 
Dinas; 

(5) Guru yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala 
sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut dapat ditugaskan 
kembali menjadi kepala sekolah dalam satu kali masa tugas 
berdasarkan hasil penilaian lcinerja dengnn kctcntuau sebagai 
berikut : 
a. Telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya I 

(satu) kali masa tugas dcngan basil penilaian kinerja arnat 
baik; 

b. Tanpa tenggang waktu <Ian ditugaskan di sckolah lain 
apabila memiliki prestasi istimewa; 

(6) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak Jagi 
diberikan tugas tambahan sebagai kcpala sekolah, tetap 
melaksanakan tugas scbagai guru sesuai dengan jenjang 
jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar 
mengajar atau bimbingan clan k-Jnseling scsuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 
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BAB VI 
PEMET AAN KEBUTUHAN DAN 

PENETAPAN KEPALA SEKOLAH 

PasaJ 7 

-

(I) Kepala Dinas melakukan pemetaan lowongan fonnasi Kepala 
Sekolah sesuai dengan kewenangaunya dengan ketentuan setiap 
fonnasi diusulkan 3 (tiga) cdon Kepala Sekolah; 

(2) Guna menjamin obyektifitas pengangkatan Kepala Sekolah 
dibcntuk Tim Seleksi Pengangkatan Caton Kepala Sekolah 
sebagaimana diatur dalarn Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4); 

(3) Dalam rnelaksanalcan tugasnya Tim Seleksi sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2) dapat bekerjasarna dengan pihak ketiga. 

Pasal 8 

Mekanisme pengangkatan dan penugasan Kepala Sekolah adalah 
sebagai berikut : 

a Calon Kepala Sckolah yang memenuhi syarat diusulkan oleh 
kepala sekolah yang bersangkutan diketahui Pengawas Sekolah; 

b. Seleksi Calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Tim Seleksi 
pengangkatan calon Kepala Sekolah 

c. Berdasarkan basil seleksi, Kepala Dinas rnengusulkan calon yang 
memenuhi persyaratan dan kornpetensi kepada Bupati. 
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---
BAB Vil 

PENTLAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 

Pasal 9 

(I) Penilaian kincrja kcpala sekolah dilakukan secara berkala oleh 
pejabat berwenang pada Dinas; 

(2) Penilaian kincrja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada tugas dan tanggung jawab kepala sekolah 
sesuai standar kompetensi scbagaimana dialur pada Pasal 4 ayat 
(4). 

BAB VIII 
PEMBER! lENTIAN 

SEBAGAl KEPALA SEK OT .AH 

Pas31 JO 

(I) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari pcnugasan karena : 
a. Permohonan sendiri; 
b. Diberhentikan; 

(2) Diberhcntikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, 
disebabkan : 
a Telah mencapai batas usia pensiun sebagai guru; 
b. Masa penugasan berakhir 
c. Diangkat pada jabatan lain; 
d. Dikenakan hukuman disiplin berat; 
e. Diberhentikan dari jabatan guru; 
f. Dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas; 
g. Meninggal dunia. 
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(3) Peruberhentian kepala sekolah sebagai.mana dimaksud pada ayat 
(I) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB IX 
KETENTUAN LAIN- LAIN 

Pasal 11 

(I) Penugasan guru sebagai Kepala Taruan Kanak-kanak (TK) apabi la 
persyaratan sebagai.mana dimaksud dalaru pasal 4 ayat (2) huruf a 
dan huruf d tidak dapat terpenuhi, maka dapat ditumnkan satu 
tingkat di bawahnya; 

(2) Apabila persyaratan sebagainiana dimaksud pada ayat (1) juga 
tidak dapat terpenubi maka dapat di!urunkan satu tingkat di 
bawahnya. 

Pasal 12 

Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah pada sekolah yang 
diselenggarakan oleh masyarakat mcngacu pada ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. 

BABX 
KETENTUAl'\ PERALlHAN 

Pasal 13 

(I) Guru berprcstasi/teladan I tingkat Provinsi serta guru yang telah 
mengikuti dan lulus seleksi calon Kepala Sekolah sebelum 
berlakunya peraturan ini dioyatakan lulus seleksi tahap II dapat 
diangkat sebagai Kcpala Sekolah dan tidak perlu mengikuti 
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seleksi calon kepala sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Bupati ini sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan 
pada Pasal 4. 

(2) Pada saat Peraturan Bupati ioi mulai berlaku maka: 
a. Guru yang telah mendapal tugas tambahan sebagai Kepala 

Sekolah dengan masa tugas kurang dari 12 (dua belas) tahun 
dapat melaksanakao tugas sampai akhir periode setelah 
dilakukan penilaian kinerja dan memenuhi syarat scsuai 
dengan Peraturan Bupati ini; 

b. Gutu yang telah mendapat tugas tambahan sebagai Kepala 
Sckolah dcngan masa tugas di atas 12 (dua belas) tahun (3 
periode) kembali melaksanakan tu gas sebagai guru. 

(3) Bagi Kcpala sekolah yang puma rugasnya kurang dari satu tahun 
diberi kesempatan menyclesaikan tugasnya sampai dengan puma 
tugas. 

BABXI 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 14 

Pada saat Peraturan Bupati ioi mulai berlaku, maka Peraruran Bupati 
Demak Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penugasan Guru Pegawai 
Neged Sipil sebagai Kepala Sekolah, dicabut dao dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati rn dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Demak. 

Ditetapkan di : Demak 
pada tanggal : 27 Oktobcr 2008 

Diundangkan di Demak 
Pada tanggal 27 Oktober 2008 

\ 

SEKR.ETARIS DAERAH 
KABUPAT N DEMAK 

W,ONO SASMITO 

BERITA D RAH KABUPA TEN DEMAK T AHUN 2008 NOMOR 28 
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